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ABSTRACT

L
Rosehutions of the People Consultative Assembly (the “MPR Resolutions™ are one type of the forats of
Leas and regolations applicable in Indonesia. Although these resolutions have been recognized as such. it
is 51t/ not clear as to what the substance of the MPR Resolutions should be. This article discusses various
apinions as o the substance of the MPR Resolutions. The authors argues that there are four wWiys [0
review what the substance of the MPR Resolutions should be,

. PENDAHULUAN

Lstilah “Ketetapan MPR” telah dipergunakan untuk menunjuk suatu bentuk peraturan
sejak masa MPRS. meskipun ketika itu schutannya “Ketetapan MPRS™, Istilah ini sudah
menjadi istilah hukum, karena oleh Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah itn
ditetapkan secara formal sebagai peraturan vang mengikat ke datam dan ke fuar MR, Ini
berarti. MPR yang akan datang juga akan tetap menggunakan istilah terschut untuk
menunjuk pulusan yang sama.

Undang-undung Dasar 1945 tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas bentuk peraturan
vang bernama “ketetapan”™. “Walaupun demikian dapat ditemukan dasar hukumnya dalam
Undang-undang Dasar 1945, vakni dalam Pasal-pasal 2. 3, dan 6.7 Karena ketentuan-
ketentuan yang tersirat dalam UUD 1945 tersebut sekaligus mengandung kekuasaan MPR
untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan hukum, seperti menctapkan GBHN.,
memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah UUD 1945,
Kepiutusan-keputusan hukum ini diberi bentuk hukum terrentu “Bentuk hukum yang
dipergunakan bukanlah undung-undang dasar atau undang-undang. apalagi peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, Karena, apa vang dibicarakan terschut
berkenaan dengan putusan Majelis Permusyawartan Rakyat, yaitu putusan sebuah lembiga
negara yany berkedudukan di atas presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA, maka perdturan
vang dipilih harus di atas undang-undang™.* Keputusan hukum MPR tersebut diberi nama
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Ketetapan. Karena dari kata “menetapkan™ maka bentuk hukumnya adalab Keletapan MPR A
Dalam prakiek. sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993, MPR (§) telah menctapkan
delapan puluh enam ketetapan. Ini berarti dasar hukum Ketetapan MPR juyga dapat
ditemukan dalam praktek ketatanegaraun atau kebiasaan keraranegaraan’.

Dari uraian di atas, penulis melihat bahwa Ketetapan MPR adalah suati bentuk hukum
yang sah, artinya mempunyai fandasan yuridis walaupun udak dinyatakun sceira cksplisit
oleh UUD 1945 dan berlaku mengikat secara hukum. Karena stu. Keretapir MPR dapat
memuat atan membentuk suatu norma bagi sistem pengatstan regara dr Indonesta.
Masalahnya adalah apa vang menjadi materi muatan Ketetapan MPR dan haganmana cary
menemukannya?

II. KETETAPAN MPR SEBAGAI ATURAN DASAR NEGARA

Aturan dasar/pokok negara(Staatsgrundgesetz) ™ adalah aturan vang mongatur negara
dalam garis-garis besar. yang merupakan kerangka dasar mengenal apa vany harus diperbuat

oleh bangsa dan negara {framework of nation and state)’ Indonesia. Atiran dasar negara
dirumuskan dalam norma tunggal yang sangat abstrak. artinya norma vang aanva mengatur
kehendak {das sollen) bangsa dan negara dalam garis besar, baik mengen: tuiuin maupun
kebijakan umum negara yang bersifat pokok lainnya dan norma itu belum diber sanks

pidana alau pemaksa bagi pelanggarnya.’

Dalam negara-negara yang menganut paham konstitusi (constitutionalisme . aturan
dasar negara dituangkan ke dalam konstitust, grondwel. verfassung, atau UUD. Secara
yuridis normatif{ konstitusional, aturan dasar negara Indonesia juga terdapat d: datam UUD
1945 (vang tertulis) dan Konvensi Ketatancgaraan Indonesia (yang tdak rerolisy. Hal im
sebagarmana dijctaskan dalam Penjclasan Umum UUD 1945 angka [ alinea pertama:

Undang-undang Dasar suatu ncgara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara iu.
Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. sedangkan di sampingnya Undang-
undang Dasar itu berlaku juga hukum dusar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam prakiek penyelenggaraan negara meskipun iidak tertulis.

4 Bagir Manun, Op.Cir,
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Selain itu, hukum positif Indonesia juga menvatakan bahwa UUD1945, Ketetapan
MPR. CU/Perpy, dan peraturan lain vang lebih rendah termasuk ke dalam peraturan
perundang-undangan.” Ini berarti UUD 1945 selain aturan dasar negara (slaatsgrungesctz )
g adidah peraturan perundang-undangan { formellegesetz). Apakah ini tidak menimbulkan
kerancuan? Demakian pola, apakah tepat Ketetapan MPR dimasukan ke dalam peraturan

porundang-undangan?

I\-?cnuru'L J.J1. Rousseau. pembentukan peraturan negara yang mengikar warga negara
dan penduduk scears umum (dari segi adresatnya) dan secara abstrak (dari segi hal vang
diaturmya) beserta sanksi prdana dan sanksi pemaksanya, pada hakikatnya semua ita berasa)
durt fungs jegisiant vang bersumber pada Volunte General ™

Huns Nawiasky mengarakan bahwa norma hukum negara yang berasal dan fungsi
legislanif adalah formellegesets! (LU formal, maksudnya setiap jents hukum vang dibentuk
olch lembaga pembentuk UU dan nama peraturannya adalah UU, bukan dimaksud kebalikan
dari UL materialy. Hal ol sesuat dengan pengertian legislatif, yaitu kckuasaan negara
membentuk UL Nerma peraturan ind mempunyai adresat yang lebih jelas (individuali dan
hal vang dialirmy a febih hersifat tertentu (konkret) dibandingkan dengan aturan dasar negara.

Karcna itu. penerapan sankst prdana dan pemaksa atas pelanggaran norma tersebut sudah

dapal difakukarn,

Kotetunan MPR. misalnya Ketetapan MPR No. [II/MPR/1988 tentang Pemilihan
Umum harva moenatsirkan secara garis besar bagatmana cara pengisian anggota DPR dan
MPRRI. kareny Pasal 2 dan Pasal 19 UUD 1945 hanva menyebutkan lembaga negara
MPR dan DPR din tdak menentukan cara pengisian keanggotaannva. Secara garis hesar.
ketetapan itv menetapkan bahwa pemilihan wmum adalah sarana pelaksanaan azas
kedauvlatan rakyvat. berdasarkan Demokrasi Pancasila. dan dilakukan dengan pemungutan
suara {Pasal 11 diselenggarakan lima tahun sckali (Pasal 2); diikuti oleh tiga orsospol
vakni Partai Persatoan Pembangunan (PPP), Golongan Karya {(Golkar), dan Partai
Demokrasi Indonesie (PDIY, dan diselenggarakan oleh Presiden/Mandataris MPR (Pasal
33, Jumlah anggora MPR dan DPR disesuaikan dengan jumlah penduduk dan perkembangan
keadaan daerah (Pasal 43: anggota MPR terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah
vang diptlih oleh DPRD Tk. I, utusan dari orsospol dan Golkar ABRI, serta utusan golongan

Indonesia. Keterapan MPRS No. XX/MPRS/1966 temtung Memorandwm DPRGR Mengenai Sumber
Yertib Hukim Republik Indonesia Dan Tata Urwton Peratwran Perundangan Repnblik Indoneyia,
lampiran 1A,
YA Hamid S, Atkamimi, Hukum Tentang Peraturan Permndang-undangan dan Peraturan Kebijoakon
i Hukten Tata Peagatteran), Pidato Purna Bakti, Jakarta: Ul 1992, hlm. 21.

BOA Hamid S artamimi. “Peranan.... Op. Cie”
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{Pasal 5); anggota DPR terdiri atas anggota dari orsespol peserta pemiin dan anggota Golkar
vang diangkat (Pasal 6); Masa jahatan keanggotaan MPR dan DPR adalah lima tahun
Pasal 73: Pelaksanaan ketctapan mi dengan UU(Pasal 8. Dart is1 ketetapan tersebut terlihat
bahwa adresat norma secara langsung ditujukan kepada Presiden/mandararts MPR dan
secara tidak langsung mengikat semua rakyat Indonesia. dan hal vang diansrmya masih
sangat ahstrak yaitu berkisar pengertian, dasar, dan asas-asas pemiiu; peneqituun organisasi
pescria bemilu; penyelenggaran pemilu; komposisi keanggotaan MPR dan I3PR serta masa
jabatannya. Di sini sangat sulit untuk diberikan sanksi pidana dan sankst prraakss. karena
siapa dan hal apa yang akan dikenai sanksi tersehut masih odak jeias Mengingad hal
demikian, maka ketetapan ini menghendaki diatur Jebih fanput dengan UL 1cntang Pomilu.
Di sanalah aturan dasar pemilu diatur lebih lanjut. febil riney dan dgijabarkan. Sispa vang
dapat dinvatakan melanggar atau melakukan kejahatan dan jenis sanha pidana atan
pemaksanya dapat dinyatakan dengan jelas. karena adresal dan hal vang diznurnya sudah
lehih jelas, lebih konkret atan tertentu. Meskipun demikian, dalam Ketetapan MPR di atas
dimungkinkan adanya sanksi apabila presiden melanggar ketetapan tersebut fvang
hukikatnya melanggar) garis-garis besar daripada haluan negara, Namun wxaksinva adalah
sanksi politik, bukan sanksi pidana atau pemaksa, misalava mendapat memorandum [ dan
[f dan kemudian pencabutan mandat oleh MPR melalui Sidang Istimewa MPR.

Karena Ketetapan MPR hanya mengatur dalam garis-garis besar atau “haluan-halnan
negara dalam garis besar,”™? wewenang pembentukannya bukan bersumber pada wewenang
legislatif melainkan wewenang konstitutif dan dimungkinkan adanva sanks berupa sanksi
politik, maka secara teoritis, apa yang dikemukakan oleh Amiruddin Syarif dan A, Hamid
S. Attamimi bahwa Ketctapan MPR tidak tepat dimasukan Kz datam peraturan perundang-
undangan melainkan sebagai aturan dasar negara {Staatsgrundgesetz} bersamaan dengan
Batang Tubuh UUD 1945 mengandung kebenaran.

Sceara yuridis normatif. pendapat di atas dihadapkan kepada suatu problema, karena
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. vang sckarang masih berlaku. menempatkan
Kectetapan MPR ke dalam peraturan perundang-undangan sedangkan 1sinva hanya mengatur
aturan negara dalam garis besar. Meskipun demikian, pendapat di atas juga mempunyas
dasar pertimbangan yuridis, di samping dasar pertimbangan teoritis sehagai alasan pembenar.
Dasar pertimbangan yuridis dimaksud adalah Kectetapan MPR No. ViMPR/1973 jo.
Kctetapan MPR No. IX/MPR/1978. Kedua ketetapan terscbut menyatakan bahwa Ketetapan

Rasiji, “Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakvar Dalam Sistem Pensaturen Negara
Indonesia.” Tesis, Jakarta: UL, 1997, him. 197,

A Hamid 8 Attamimi, “Peranan...Op.Cit"., hlm. 289, Conf. Amiruddin Syaril, Op.Cie., hlm. 23,
Conf, Darji Darmodihario dan Shidarty, Pokok-Pokok  Filsapar Huken, Jakari: Gramedia, 1993,
hlm. 203,
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MPRS No. XX/MPRS/1966 masih tetap rerla'tu, namun perlu disempumakan. Apa dan
bagaimana yang harus Jisempumakan, kedua Ketetapan MPR tersebut tidak memberi
keterangan yang jelas, Karena itu, dengan landasn yuridis dan dasar pertimbangan teorts
¢i atas, maka akan lebih iepat apabtia penyempurnaan Ketetapan MPRS No. XXAIPRs.
1966 ditujukan juga kepada perubahan penggolongan UUD 1945 dan Ketetapan MPR
dart peraturan perundang-undangan (Formellgesctz} menjad; aturan dasar negara
{Staatsgruftdgesetz). sedangkan UL dan peraturan lain di bawahnya masih digolongkan
scbagai peraturan perundang-undangan, Depgan demikian. eksistensi Ketctapan MPR
sebagal aturan dasar negara ( Staatsgrundgesctz) mendapat fegiimasi yoridis dan teonus,

III. MATERI MUATAN KETETAPAN MPR DAN CARA MENEMUKANNYA
A. Materi Muatan Ketetapan MPR

Istitah “matert muatan’, pertama kali diperkenalkan oleh A, Hamid 5. Attamimi. pada
tahun 1979, Ketika itu. behao membuat kajian mengenal “materi muatan peraturun
perundang-undangan™." ving memperkenalkan istiah itu sebagai pengganti dari kala “hey
onderwerp” (Belandar vang diucapkan LR, Thorbecke “het eigenaardig onderwerp van
wet” - Beberapa sarjana lain, menterjermabkan kata “het onderwerp™ dengan istilah
“matert” saja atuie “hal yang diatur”, Datam tulisan ing, penulis meminjam istilab A Hamid
S. Attamimi dan mengikuti istilah vang dipergunakan Sri Soemantr.™ yaity menggunakan
istilab “muarer muatan Ketetapan MPR™.

Materi muatan adalah matert vang harus dimoat/dituangkan ke dalam sesuatu, hika
merujuk kepada materi muatan Ketetapan MPR berarti materi yang harus dimuat/dituangkan
ke dalam Ketetapan MPR. Secara yuridis formal tidak ada peraluran vang menentukan
materi muatan Ketetapan MPR. Karena itu, muncul beberapa pendapat vang mencoba
memberi penjclasan mengenail persoalan tersebut, seperti dikemukakan penulis di bawah

1nt.

Apabila penulis melihat ketentuan-ketentuan UUD 1945, terdapat empat hal vung
dapat ditetapkan oleh MPR, yaitu: OUD. GBdrpdHN (Pasal 3), pengangkatan presiden
dan wakil presiden (Pasal 6), dan mengubah UUD (Pasal 37}, Dart empat hal terscbut. ha!
yang pertama dan keempat masth menimbulkan persoalan, apakah pengertian menetapkan

MOOAL Hamid 8. Auamimi. “Martert Muatan Peraturan Perundang-undangan”, Majalah Huban don

Fembanguian, No. 3 tahun 1979, hlm. 282,

AL Hamid 8. Altamimi, “Peranan...Op (it him, 194

% Sri Soemuntri. Keterapanr MPRS 151, Op. Cir, him. 38 dan 34, Beliau mengeunakan istilah “mater:
muatan ketetapan MPR™.
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UUD dan mengubah UUD berarti Ketetapan MPR dapat memuat UUD dan hal-hal tentang
perubahan UUD?

Terhadap persoalan ini, HM. Djafar Sidig"" dan Ahmad Roestandi" herpendapat
bahwa: dalam hal menetapkan UUD dan perubahan UUD, MPR dapat mcnuangkannva
dalam bentuk Ketetapan MPR tentang UUD dan Ketetapan MPR tentang Perubahan UUD.
Karena keduanya, sebagaimana dengan Ketetapan MRR lainnya adalah ditetapkan otch
MPR sehﬁgai lembaga tertinggi negara yung melakukan sepenubnya kedaslatan rakyat.
Karcna 1itu pula mereka berpendapat bahwa: Ketetapan MPR dapat menguatur/memuat:

t. Hal-hal vang diperintahkan dengan tegas oleh UUD 1945 untuk ditetapkan oleh MPR:

2. Hal-hal yang bersifat pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 meskipun ndak
dengan tegas diperintahkan untuk ditetapkan oleh MPR;

3. Hal-hal vang bersifat aturan dasar/pokok negara. yang belum diatur dalam UUD 1945:
dan

4. Segala hal vang menurut MPR perlu ditetapkan ke dalam ketetapan MPR,

Dari pendapat terschut, penulis melihat bahwa: mereka menganggap Ketetapan MPR
dapat sederajatdengan UUD 1945 yaitu Ketetapan MPR vang memuat ULD atau perubahan
UUD {materi muatan UUD angka 3 dan 4), dan dapat lebih rendah dan UUD 1943 vaitu
ketetapan yang mengatur lebib lanjut ketentuan UUD 1945 baik yang tegas-tegas maupun
tidak tegas-tegas diperintahkan (materi moatan UUD angka 1 dan 2). bahkan dapat berderajat
di bawah ketetapan MPR lain karena mengatur segala hal-hal (materi muatan; meskipun
lehih rendah dari materi muatan Ketetapan MPR (materi muatan UUD angka 41, Menurut
penulis, pendapat ini menimbulkan kerancuan kedudukan Ketetapan MPR dan menimbulkan
masalah hukum yakni bertentangan dengan hukum posiaf vang mencmpatkan “Ketetapan
MPR di bawah UUD 1945™," bahkan Kctetapan MPR vang mengatur hal-hal vang belum
diatur oleh UUD 1945 berarti tclah mengubah ketentuan U 1945,

Sudaryanto™ berpendapat, bahwa dalam hal menetapkan UUD dan perubahan UUD,
MPR memungkinkan menetupkannya dalam bentuk UUD dan UUD Perubahan atau
Ketetapan MPR tentang UUD dan Ketetapan MPR tentang Perubahan UUDR, bahkan apapun
nama dan modelnya yang penting ditetapkan oleh MPR. Mengubah UUD harus diartikan
menghapus dan mengganti ketentuan UUD 1945 dengan ketentuan lain (baruy dan
diperlukan syarat quorum sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 37 UUD 1945 dan Ketetapan
MPR tentang Referendum. Karena jika ketentuan di dalam UUD 1945 tidak dihapus atau

" Rasji, Op.Cit.. him. 200.

5 Ibid.,

¥ Indonesia. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966..Op. (it
' Rasji, Op.Cir. hlm. 201,
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diganti maka tidak terjadi perubahan UUD 1945 meskipun isinya telah diubah oier
Ketctapan MPR. Apabila penetapan dan perubahan UUD dituangkan dalam benrui
Ketetapan MPR, maka Kctetapan MPR tersebut kedudukannya di atas Ketetapan-Ketetapar
MPR lainnya, karena yang harus dilihat adalah isinya yaitu UUD-nya. Sclanjuimye. daiam
hierarkhi peraturan perundang-undangan. yang harus ditempatkan adalah UUD atau UUD
Perubahannya, bukan Kctetapan MPR. Karena dengan demikian, menurumya, Ketetapan
MPR tetdp berada di bawah UUD. Berdasarkan hal tersebut, beliau berpendapat bahwa
Ketetapan MPR dapat memuat/mengatur segala hal yang menurut MPR perlu ditetapkan
dengan ketetapan MPR. Menurut penulis, pendapat ini berusahy mempertahankan
kedudukan UUD di atas Ketetapan MPR, namun ia tidak konsisten, karena di satu s
Ketetapan MPR tetap ditempatkan di bawah UUD namun di sisi lain Ketetapan MPR dapa
berisi/memuat UUD, vang berarti menempat Ketetapan MPR sederajat dengan UUD.

H. Darussamim A.S.2 berpendapat, bahwa dalam hal menetapkan UUD. MPR harus
menuangkannyva ke dalam bentuk UUD atan Hukum Dasar Negara Republik Indonesia
atau Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam hal mengubah UUD. MPR
dapat menuangkannya ke dalam Pernbahan UUD atau Ketetapan MPR tentung Perabahan
UUD, atau Perubahan Hukum Dasar Negara Republik Indonesia atau Perubahan Konstitos
Negara Republik Indonesia. Berdusarkan pemikiran tersebut, mengenal materl musitan
Ketetapan MPR. beliau sependapat dengan pendapat H M. Djafar Sidig dan Ahmad
Roestandi di atas, sepanjang hanya mengenai pokok-pokoknya dan tidak bertentangan atau
menyimpang dari UUD 1945. Pengertian tidak bertentangan ataw menyimpang dari UUD
1945 adalah tidak berbeda dengan yang tertera dalam UUD 1945 dan nidak ermasuk
menambah vang befum diatur oleh UUD 1945,

Menurut penulis. pendapat H. Darussamin A, 5. konsisten dengan bentuk hukum UL
Konstitusi/Hukum Dasar Negara dan kedudukannya di atas Ketetapan MPR. serta maten
muatan UUD hanya dapat ditctapkan dan diubah dalam/oleh UUD. Namun beliau tidak
konsisten mengenai bentuk hukum dari perubahan UUD, mengartikan perubahan UUD
terlalu sempit, dan lidak tepat menempatkan materi muatan yang belum diatur oleh ULUD
1945 ke dalam Ketetapan MPR, yang scharusnya menjad: materi muatan UUD, yang harus
dimuat di dalam UUD Perubahan.

Menurut Bagir Manan, “Ketetapan MPR (8) adalah hentuk keputusan lembaga negarz
yuny tidak dapat dijumpai pada negara-negara lain. Ia memiliki materi muatan sendiri™ -
Mengenai materi muatan ini, behau mengatakan bahvea:

2 Thid. 202
2 Ragir Manan, "Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan,” Makedah, Ponataras Dosen
PLKH, Jakarta: Nopember. 1994, hlm. 24,
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MPR tidak dapat melampaui ketentuan-ketentuan yang tertera dalam UUD 1945. Apabila
sesuatu hal oteh UUD 1945 ditetapkan diatur dengan undang-undang maka MPR tidak
boleh mengaturnya. Begitu pula halnya terhadap hal-hal lain yang sudah secara tegas diatur
dalam UUD 1945. MPR tidak dapat melakukan penyimpangan dengan alasan kekuasaan
tertinggi ada di tangan MPR” .2

Dengan kata lain, menurut PJ. Suwarno MPR hanya secara garis besar penjabaran
lebih lanjut pasal-pasal UUD 1945

Sclain beberapa pakar di atas, Sri Soemantri mengatskan:

..Ketctapan Majels Permusyawaratan Rakyat memang berkedudukan df bawah Undang-undang
Pasar 1945, walaupun keduanya ditetapkan oleh Majelis Permusyawarman Rakval. Dilthat dari
segi ini jelas, bahwa materi muatan kedea peraturan perundang-undangan ity harhada das hatus
dihcdakan.. Telah dikermnukakan, bahwa setiap konstitusi atan undang-undang dasur vung ada di
dunta pada dasarnya herisi tiga macam materi muatan, yaitu: ab. jaminan rerhadap bak-hak asasi
manusia dan warga neeara; b), susunan ketatancgaraan suaty negara yang bersifut fundamental: ¢,
pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.. Kererapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengatur materi muatan tersebut,, nualeri mactan vany datur
dan akan diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah hal-hal veng merupakan
pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 atau yang diperintahkan oleh Undang-undang Dasar 19457

Selanjutnya. beliau menyatakan bahwa Ketetapan MPR juga dapat mergatur materi
muatan diluar yang diperintahkan oleh UUD 1945, Beliau memberi contoh beberapa maten

muatan vang telah diatur oleh Ketetapan MPR (8} sejak tahun 1960 sampai dengan tahun
1983, sehagai berikut:

a.  pengaturan tentang pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mutakat....
b. pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966..,
pengaturan landasan yang harus digunakan dalam pemiliam .,
penagaturan tentang Jandasan Politik Luar Negeri Republik Indonesia....

[=Tan e

e. pengaturan tentang pengertian mandataris MPR (Sementara)....

f,  penguturan tentang peninjauan kembali ketetapan MPR Sementara:

¢ pengaturan tentang penunjauan kembali produk-produk legistatil di luar ketctapan
MPR (Sementara) yang tidak sesuai dengan UUD 1945;

h. pengaturan tentang partai politik, organisasi massa dan organisasi lamnva:

[, pengaturan tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara:

3 Bawir Manan, Pasar..Op.Cir.. him. 34-35,
¥ Rasji. Op. Cir., him. 207,
3 Gpy Seemantn. Ketetgpan MPR(S)..0p.Cit., him. 54-35.
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j. pengaturan tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kecunali van:
herkenaan dengan syarat-svarat calon Presiden dan Wakil Presiden:
k. pengataran pertanggungjawaban Presiden;
j.  pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden:
m. pengaturan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
n.  pengukuhan penyatuan witayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia.”
*

Dari beberapa pendapat di atas, penulis melihat bahwa UUD 1945 dan Ketetapan
VPR berbeda kedudukan dan materi muatannya, meskipun keduanya ditetapkan oleh MPR.
Kedudukan UCD adalah di atas Ketelapan MPR dan materi muatan ketetapan MPR adalah
pelaksanaan materi muatan UUD 1945 baik yang dengan atau tidak tegas diminta ditetapkan
MPR. Ini berarti tugas menetapkan UUD dan mengubah UUD tidak dapat dituangkarn ke
dalam bentuk Ketetapan MPR, melainkan dalam bentuk UUD dan UUD Perubahan/
Perubahan UUD, Karena ilu, keduanya mempunyal kedudukan dan mater! muatan di atas
uub.

B. Cara Menemukan Materi Muatan Ketetapan MPR

Dengun mengkaji beherapa pendapat di atas, dan berdasarkan penelitian terhadap
bahan-bahan pustaka, penulis berpendapat bahwa untek menemukan mater muatan
Ketetapan MPR diperlukan empat cara, Keempat cara dimaksud adalah:

1. Menentukan sifat norma Ketetapan MPR,

Ketetapan MPR digolongkan ke dalam norma hukum “Staaisgrundgesetz {aturan dasar/
pokok negara)” hersamaan dengan norma Batang Tubub UUD 1945, Ini berart sifut norma
Ketetapan MPR adalah aturan dasar/pokok negara. Aturan dasar/pokok negara merupakan
aturan negara dalam garis-garis besar™™ atau aturan bersifat pokok/asas™ atau aturan tentang
kerangka dasar bangsa dan negara,®  yang masih berbentuk norma tunggal dan belum
holeh diberi sanksi pidana dan pemaksa.™ Persamaan sifat norma hukum antara Batang
Tubuh UUD dan Ketetapan MPR, sclain karena hat-hal tadi. juga karena keduanya dibentuk
oleh lembaga yang sama. Dari sini penulis perpendapat bahwa materi muatan Ketetapan
MPR adalah hal-hal yang bersitat aturan dasar/pokok negara. Untuk membedakan aturan

{hid.

Rasyt, Op. Cir,

Sti Scemantri, Kefetapan MPR (5. Op.Cir, Rlm. 85
Amiruddin Syaril, Op.Cir, hlm. 26,

T A Hamid 5. Avtamimi, Hekwm...Op. Cit., hlm 21,
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dasar negara antara UUD dan Ketetapan MPR, maka aturan dasar dalam Ketetapan MPR
harus dihubungkan dengan kedudukan Ketetapan MPR dalam hicrarkhi peraturan di Indo-
nesia, sehingga dapat diketahui perbedaan kedudukan di aniara keduanya.

2. Kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarkhi peraturan di Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 tidak menentukan kedudukan Ketetapan MPR dalam
hierarkhi peraturan di Indonesia. Kedudukannya baru ditetapkan oleh Keiciapan MPRS
No. XX/MPRS/1966, yaitu dibawah UUD dan di atas UU/Perpu. Kedudukan i membawa
konsckuensi hanwa Ketetapan MPR tidak dapat melampaui atau menyimpany darl.™ tidak
boleh mengatur materi muatan darl atau hanya sebagai pelaksana dart. - tidak boleh
bertentangan dengan,™ atau hanya merupakan penjabaran dari. atau hanva merupakan
pengaturan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan UUD 1945, Hal ini sesuar dengan asas
ilmu hukum yang menvatakan bahwa hukum (peraturan) yang lebih rendah udak beleh
berientangan dengan hukum (peraturan) yang febih tinggi® Berdasarkan kedudukan ini,
apabila terdapat Ketetapan MPR yang mengatur maleri muatan UUD. maka hal o
merupakan penyimpangan konstitusional. Agar Ketetapan MPR tidak herreniangan,
menyimpanyg. melanggar, melampaui, mengatur materi muatan UUD. atau agar dapat
menjabarkan, melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan ULD, maka harus
diketahui apz yang menjadi materi muatan UUD.

3, Mencari materi muatan UUD 1945,

Pengertian UUD sama dengan konstitust, grondwet atan verfassung. Seriap UUD di
duniz mempunyai materi muatan yvang berbeda antara sata dengan vang tain Secara teorius.
bebcrupa pakar mencoba membert gambaran mengenal materi muatan UUD. sepert
dikemukakan penulis di bawah ini.

Menurat James Brys, UUD berisi tentang pembentukan lembaga-lemhag s negara vang
permunen, fungsi-fungsinva dan batas-batas haknya, sedangkan menurar C.F Strong TIUD
mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antars pemerintah
dan vang diperintah). Kemudian, K.C. Whware mengatakan bahwa: “the Constituion needs
to provide no more than the structure in general terms, of legislature, the executive. and
the judiciary; the nature in broad outline of their nutual relations: and the natare of their
relations to the community itself™ (UUD pada dasarnya hanva mengatur masalah pokok
mengenal; susunan umum negara, seperti pengaturan kekuasaan legislauf. kekuasaan
eksekutif dun kekuasaan judisial; bubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasuaan
tersebut; dan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tadi dengan rakyvatnya).

Bagir Manan, Dasar-Dasar..Op. Cit. hlm. 35,

S Soemantn, Keterapan MPRE (S5 Op (it hlm. 54

3 Rasii, Op.Cir.. him. 209,

P.J. Suwarno. Lec.Cit,

Van Apeldoorn, Pengantar fiimy Hukion, Jakarta: Pradnva Paramita. [983, hlm. 67
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Berdasarkan basil penchtianmya dan sejalan dengan beberapa pendapat tersebut di
atas. Sri Soemantr: menyinpulian:

Pada umumnya undang-undang dasar atau konstitusi berist tiga hal pokok, yaitu:
pertamd. udanya jamiman terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara;
kedua, ditetapkannya susunan keltalunegaraan suatu negara vang bersifat lundamental: dan
vang mental,*

Kemudtan. beliau mengatakan bahwa ketiga materi muatan UUD di atas juga terdapat
di dalam UUD 1945, Kenga kelompok matert muatan UUD 1945 adalah: adanya jaminan
terhadap hak-hak asasi manusia, meliputi Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34 UUD
19450 ditetapkannyu susunan kelatancgaran yang fundamental. meliputi Pasal-pasal 1, 2,
4,6,7.8. 16,17 18.19.23, 24, dan 25 ULD 1945; dan adanya pembagian dan pembatasan
tugas vang bersitat fundamental, meliputi Pasal-pasal 3.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21,
22,32, 34, dan 37 UUD 1945, Selain apa vang telah disebut tadi, dalam konsttusi Indone-
sia ini masih terdapat pengaturan mengenai masalah yang tidak termasuk dalam tiga masalah
pokok yang telah discbut terdahule, Masaluh yang dimaksud jalah tentang sumpah jabatan
presiden dan wakil presiden (Pasl 91 tentang kewarganegaraan (Pasal 264, tentang agama
(Pasal 29 ayat (110 tentang kesciahreraan sosial (Pasal 33). tentang bendera dan Bahasan
Indonesia (Pasal 35 dan Pasal 363, tentang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan ™

Dari pendapat di atas. secara teoritis, segala hal yang menyengkul hak asasi manusia
dan warga negara. susunan ketatanegaraan yang fungdamental, dan pembagian serta
pembatasan tugas ketatanegaraan yang lundamental adalah materi muatan UUD. Namun
secarn normatil positd, hal-hal tersebut hanya yang lerdapat di dalam UUD 1945-1ah vang
menjadi materi muatan UUD Indonesia (UUD yang sedang bertaku yaitu UUD 1945), Di
Juar ilu adatah bukan matert muatan UUD positil. Hal-hal yang di luar ketentuan UUD
1945 (materi muatan UUD yany bersifat teoritis} dapat menjadi materi muatan UUD
Indonesia apabila hal 1tu ditwangkan ke dalam UUD melaiui perubahan ULUD 1945, Dengun
demikian. materi muatan LUD Indonesia adalah hal-hal sebagaimana yang terdapat di
dalam UUD 1945,

4.  Kewenangan MPR membentuk peraturan

Sebagaimana telah dikemukukan bahwa UUD 1945 memberi wewenang kepada MPR
untuk membuat putusan yang berkenaan dengan penctapan UUD, GB drpd HN.
pengangkatan presiden dan wapres. dan perubahan UUD, Sclanjutnya, melalui Ketetapan
MPR tentag Peraturan Tata Terlih MPR. ia menambah wewenangnya sendiri vang berkenaan
dengan putsan-putusan MPR vaitu: “membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan
aleh keputusan lembaga-lembaga negara lain.... memberi penjelasan vang bersifat penafsiran
terhudap putusan-putusan Majehs... "

i

Sri Socmantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstinsi, Bandung: Alumni. 1986, him. 51,

foed. hlm. 32-535.

Indencsia, Ketetapan MPR No. IMPR/IO8E tentang Percturan Tuia Tersib MPRRI Pasal 4 hurf a
dun b.
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Berxermain coinzan xewenangan di atas, Bagir Manun mengatakan bahwa: MPR tidak
boieh - ai-aaixang menurut UUD 1945 perlu diatur dengan UTL™ Terhadap hal

rCapa ciahal vang perlu mendapat perhatian. Pertama, pengaruran Iebih lanjut maten
1im oerentn dann UUD 1945 ke dalam UUL berarn MPR tctuh mengarribusikan
rerzatoran wersebut kepada lembaga legislatif sesual dengan pandangan legislatit. Kedua,
VPR merwen ang memberi penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putisan-putusannya
sendirt. termasuk menafsirkan UUD 1945, Kedua hal terscbut bisa saju twrjade. artinga
din,mvkmkan ditakukan oleh MPR, karena apabila hul yang periu diatur Iebik ianjut dengan
LU sudah cukup jelas, artinya tidak akan menimbulhan penafsiran yang berbeda-beda,
ruaha boleh diatur langsung dengan UU. Sebaliknya, apabila hal tersebut befum jelas, artinva
perlu penafsivan yang jelas dan pasti, maka hal ite perfu ditsfsirkan terlebit dahulo dengan
Keletapan MPR, setelab itu diatur dalam UU. Keduy hal demikian telah dilakukan dalam
sistemn pengaturan di Indonesia. Misalnya: Pasal 24 UUD 1945 avar (1) menyatakan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebush Mahkamah Agung dan lain-lain badan
kehakiman menurut undang-undang ™. Berdasarkan pasal ini. lembaga legislatii berwenang
membentuk UL tentang hal itu, maka dibentuklah U1 No. 14 tahun 1970 wentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Schaliknyia, meskipun Pasal 2 avat /1) dan Pasal
19 ayat (1) UUD 1945 menvebutkan MPR dun DPR diwtur menurut UU, namun siapa
anggota-anggota dan bagaimana cara pengisiannya, masih belum jelas. cehingza MPR
harus membuat Ketetapan MPR tentang peniilu terlebih duahuiu (misalnya Ketetapan MPR
No. III/MPR/1988), vang selanjutnya dibentuk UU wentang Pemilu (misaliova UL No, 2
tahun 1983}. Tni berarti UU tentang pemilu tdak dapat langsung dibentuk olli legislatil.

Dari ketentuan tersebut di atas, penulis melihat hahwa MPR berwenang membuat
putusan yang menafsirkan atau menjelaskan lebih lanjut putusan-putusannya sendiri, baik
UUD. Ketetapan MPR maupun Keputusan MPR. Namun. karena “Keputusan MPR™ hanya
berlaku ke dalam. maka hal itu tidak mungkin dijelaskan melalui penafsirkan ofeh Ketetapan
MPR. Dengan demikian, Keletapan MPR hanva dapal memberi penjelasan yang bersifat
penalsiran terhadap UUD dan Ketetapan-ketetapan MPR fainnya.

Dart keempat cara menemukan materi muatan Ketetapan MPR di atas, penulis
menyimpulkan bahwa: materi muatan Ketetapan MPR adalsh hal-hal vang merupakan
norma dasar/pokok negara, vang derajatnya lelvh rendah dari matert muatan UTUD 1945,
vang bersifat pelaksanaan lebih lanjut dari maten muatan UUD 1945, Hal-hal tersebut
mencakup sepuluh butir materi muatan Ketetapan MPR. vaitu meliputi;

I. Hak-hak asasi manusia dan warga negara, yang menyangkut:

a.  persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,

h. perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

¢ kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

d.  kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan hsan dan tulisan,

¢.  kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurt agamy dan kepercayaan

MAsSing-masing.

o Bagir Manan, Dasae., Op. Cit., blm, 35,
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.  APBN. pengusulan RAPBN oleh pemerintah, penolakkan usul RAPBN oleh
DER. dan penggunaan APBN tahun lalu oleh pemerintsh.

m. pemerintah memajukan kebudayaan nasional,

n. perubahan, syarat perubahan dan putusan perubahan UUD oleh MPR,

sumpah jabatan presiden dan wakil presiden.
5. kewgrganegaraan dan penduduk Indonesia.
6. Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. kesejahteraan sostal. menyangkut:
a. perekonomian disusun sebagai nsaha bersama atas dasar kekeluargaan,
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi ncgara dan vang menguasal hajat
hidup orang banyvak dikuasai oleh negara.
¢.  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakvat.
8. Bendera Negara dan Bahasa Negara Indonesia,
. Aturan Peralihan dan Aluran Tambahan UUD 1945,
10. Hul-hal yang telab ditetapkan dalam Ketetapan MPR, yang menurut MPR perlu
dijclaskan/ditafsirkan dengan Ketetapan MPR.

Dari sepuluh butir materi muatan Ketetapan MPR tersebut di atas. apabila MPR
berkehendak menetapkan sesuatu yang paling tidak menyangkut salah saiu dari scpuluh
butir materi muatan di atas. maka ia harus menuangkannya ke dalam Kcetetapan MPR.
Sebaliknya apabhila ia berkehendak mengatur sesuaru di tuar sepuluh butir di atas, maka ia
harus menuangkannya ke dalam UUD Perubahan atau UUD yang baru vang menggantikan
UUD 1945, Dari sint jelas bahwa: materi muatan Ketetapan MPR dapat ditentukan batasnyva
dan dibedakan dari materi muatan peraturan lainnya.

1v. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa materi muatan Ketetapan
MPR dapar ditentukan. Matert muatan tersebut dapat ditemukan melalui empat cara. yaitu:
raenientukan sifat narma Ketetapan MPR, menemukan kedudukan Ketetapan MPR dalam
hicrarkhi peraturan di Indonesia, mencari materi muatan UUD 1945, dan melihat
kewcnangan MPR membuat peraturan. Materi muatan tersebut adalah hal-hal yang
merupakan pengaturan negara dalam garis besar {aturan dasar negara), yang merupakan
pelaksanaan atau pengaturan lebih lanjut dart materi muatan UUD 1945, Karena itu maleri
muatan Ketetapan MPR tidak holeh menyimpang, melampaui. atan meniadakan materi
muatan ULD 1945,



